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Lampiran - i ,
Hal . Penyesuaian Kode Mata Anggaran pada DIPA Satker

dengan pola BLU untuk tujuan Pengesahan dan Pembukuan

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Perdirjen Perbendaharaan No.PER-

67/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 dan petunjuk secara teknis melalui surat Direktur
APK No. S-32/PB.7/2008 tanggal 15 Januari 2008, dengan ini perlu disampaikan
penjelasan yang terkait dengan Kode Mata Anggaran dalam DIPA sebagai berikut :

;

Tembusan : '
1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan

Kedua peraturan tersebut antara lain mengatur bahwa satker BLU agar melakukan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran dengan menerbitkan SPM Pengesahan.
Khusus untuk Tahun Anggaran 2007 apabila SPM/SP2D Pengesahan telah
diterbitkan, namun belum menggunakan Kode mata Anggaran sebagaimana
dimaksud pada Pedirjen tersebut, diminta Satker BLU dan KPPN agar melakukan
koreksi Kode Mata Anggaran.

Untuk melakukan koreksi Kode Mata Anggaran pada SPM/SP2D Pengesahan
dimaksud, maka perlu dilakukan revisi Kode Mata Anggaran pada DIPA satker BLU
bersangkutan.

Revisi DIPA tersebut hanya dilakukan terhadap satker BLU yang telah melakukan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran SPM/SP2D untuk beban Tahun
Anggaran 2007.

Pelaksanaan revisi tersebut dilakukan oleh Kanwil Ditien PBN setempat sesuai
dengan lokasi satker BLU berdasarkan usulan dari satker berkenaan. Selanjutnya
revisi DIPA dimaksud agar segera dilaporkan ke Kantor Pusat Ditien
Perbendaharaan C.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta untuk segera menyampaikan
maksud surat ini kepada KPPN dan Satker BLU diwilayah kerjanya.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan.



